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ABSTRAK

Nama : Dimas Unggul Dinutomo
Nim : 202110110311424
Judul : REKONTRUKSI KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI
Pembimbing: 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H

Penelitian ini tentang penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia dari perspektif demokrasi. Permasalahan yang diangkat pada
penelitian ini adalah bagaimana konstruksi kelembagaan KPU RI dalam hukum
positif Indonesia dan bagaimana penguatan kelembagaan tersebut dalam
perspektif demokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan historis, dan pendekatan komparatif, komparatif disini dengan
membandingkan antara model kelembagaan penyelenggara pemilu di- Amerika
Serikat dan Afrika Selatan. Teknik pengumpulan hukum pada penelitian ini
menggunakan studi pustaka dan studi perundang-undangan yang kemudian
dianalisa menggunakan metode deskriptif-kualitaitif. Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan, konstruksi kelembagaan KPU RI dalam hukum positif di
Indonesia itu telah diatur pada Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, yang
menyatakan bahwa KPU RI bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini
kemudian dipertegas dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun dalam
kelembagaan KPU Rl masih menghadapi persoalan serius, terutama dalam hal
independensi proses rekrutmen -anggota, serta tantangan akuntabilitas dan
profesionalitas yang rentan terpengaruh dinamika politik. Penguatan kelembagaan
KPU RI dalam perspektif demokrasi menuntut adanya penataan ulang yang lebih
menekankan pada parameter demokrasi, yaitu rotasi kekuasaan, mayoritas
kekuasaan, dan kesetaraan, maka dari itu diperlukan rekonstruksi KPU RI agar
dapat berfungsi lebih optimal sebagai Lembaga permanen yang akuntabel,
mandiri, dan berintegritas dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang
demokratis. Rekonstruksi kelembagaan KPU RI perlu diwujudkan melalui revisi
Undang-Undang tentang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
mengatur mekanisme seleksi anggota secara independen, transparan, dan
bersinergi dengan masyarakat sipil.

Kata Kunci: - Rekonstruksi, Kelembagaan, KomisiPemilihan Umum
Republik Indonesia, Demokrasi.
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ABSTRACT

Name : Dimas Unggul Dinutomo
Nim :202110110311424
Tittle : INSTITUTIONAL RECONSTRUCTION OF THE GENERAL
ELECTIONS COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN
THE PERSPECTIVE OF DEMOCRACY
Adviser : 1. Dr.Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H

Research is on the institutional strengthening of the General Election
Commission of the Republic of Indonesia from a democratic perspective. The
problem raised in this research is how the institutional construction of the KPU
RI in Indonesian positive law and how the institutional strengthening is in a
democratic perspective. This research was conducted using a normative juridical
legal research method with a statutory approach, a historical approach, and a
comparative approach, comparative here by comparing the institutional models of
election organizers in the United States and South Africa. The legal collection
technique in this research uses literature studies and statutory studies which are
then analyzed using descriptive-qualitative methods. Based on the results of the
research and discussion, the institutional construction of the KPU Rl in positive
law in Indonesia has been regulated in Article 22E paragraph (5) of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia, which states that the KPU is national,
permanent, and independent. This provision was then emphasized in Law No. 7 of
2017 concerning Elections. However, the KPU institution still faces serious
problems, especially in terms of the independence of the member recruitment
process, as well as challenges of accountability and professionalism that are
vulnerable  to - being influenced by political - dynamics. The institutional
strengthening of the Indonesian General Elections Commission (KPU RI) from a
democratic perspective demands a restructuring that places greater emphasis on
democratic parameters, namely rotation of power, majority power, and equality.
Therefore, the reconstruction of the KPU RI is necessary so that it can function
more optimally as a permanent institution that is accountable, independent, and
has integrity in ensuring the implementation of democratic elections. The
institutional reconstruction of the KPU Rl needs to be realized through a revision
of the Law on the General Elections Commission of the Republic of Indonesia to
regulate the selection mechanism for members independently, transparently, and
in synergy with-civil society.

Keywords: Reconstruction, Institution, General Elections Commission of
Republic of Indonesia, Democracy.
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